SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :  bahwa untuk mengakomodir ketentuan Pasal 135
ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2017 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II  Termasuk  Kotapraja, dalam
lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembararan Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pelaporan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);



Menetapkan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

21.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 57);

22.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Beliltung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 74
TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA SE-PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2017
tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 Nomor 61 Seri E), diubah sebagai berikut:



1.

Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka,
yakni angka 16, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan
perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur  adalah Gubernur  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Kabupaten /Kota adalah
Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota
yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
PD adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya
disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah
pada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai bidang kewenangannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang selanjutnya disebut Dinas, adalah
Dinas yang menyenggarakan  urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Kepala Perangkat Daerah Teknis yang
selanjutnya disebut Kepala PD Teknis
adalah Kepala Perangkat Daerah pada
pemerintah daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai bidang kewenangannya.



10. Desa adalah desa atau desa mandiri
percontohan atau yang disebut nama lain,
yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsure
penyelenggara pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah Kepala kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintahan daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

14. Bantuan Keuangan adalah pemberian
bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi
kepada Pemerintahan Desa yang bersifat
khusus.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan pemerintahan Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disebut BUM Desa adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa
pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) huruf,
yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai
berikut:



Pasal 14

Jenis Bantuan Keuangan bidang pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf d antara lain meliputi:

a.

b.

pengembangan seni budaya lokal,

pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat;

fasilitasi kelompok masyarakat melalui:
1. kelompok tani;

2. kelompok nelayan;

3. kelompok seni budaya; dan/atau

4. kelompok masyarakat lain di Desa.

pemberian santunan sosial kepada keluarga
fakir miskin;

fasilitasi terhadap kelompok rentan,
kelompok masyarakat miskin, perempuan,
masyarakat adat, dan difabel;

pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi  paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga masyarakat
Desa;

analisis kemiskinan secara partisipatif di
Desa;

penyelenggaraan promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan sehat;

pengorganisasian melalui pembentukan dan
fasilitasi kader pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;

peningkatan kapasitas melalui pelatihan
usaha ekonomi Desa;

pendayagunaan  teknologi tepat guna;
dan/atau

peningkatan  wawasan dan = kapasitas
masyarakat melalui:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
kelompok usaha ekonomi produktif;
kelompok perempuan;

kelompok tani;

kelompok masyarakat miskin;
kelompok nelayan;

kelompok pengrajin;
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kelompok pemerhati dan perlindungan
anak;



9. kelompok pemuda; dan/atau

10. kelompok lain sesuai kondisi Desa;
dan/atau

m. penyertaan modal Desa untuk BUM Desa.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Maret 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto
MASKUPAL BAKRI

Pembina Tingkat [/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015



